
BUPATI  CIREBON

PR()VINSI JAWA  BARAT

KEPUTUSAN  BUPATI  CIREB()N

NOMOR             :    OOO.7.2.6/Kep. 623  -[)ispt`rda`gin/2()24

LAMPIRAN      :    1   (Salu)  Lampiran

TENTANG

TIM  PENYUSUN  RENCANA  KER`JA  DINAS  PERDA(`IANGAN  DAN

PERINDUSTRIAN  RABUPATEN  CIREB()N  TAHUN  2025

BUPATI  CIREBON,

Menimbang        :        a.   bahwa   berdasarkan    Peraluran    Mt`iitc`ri    Dalam    Nt`gt`ri

Nomor  86  Tahun  2017  lenlang  Tala  (`ara  Pc.reiit`anfitiii,

Pengendalian  dan  Evaluasi  Pembangunan  Daei-ah,  T<-ila

Cara   Evaluasi   Rancangan   Pcralur:in   Da(,`rah   ltmtc`ng

Rencana   Pembangunan   Jangka    Pali`jang   Dai`rah   d{il`i

Rencana    Pembangunan    Jangka    Mencngah    Daerah,

serta   Tata   Cara   Perubahan    Rencana   Pembangunan

Jangka     Panjang     Daerah,     Rencalia     Pembangiman

Jangka      Menengah      Daerah      dan      Rencana      ki`rja

Pcmerintah  Daerah,  perangkal  daerah  perlu  nit`n\'iirsuii

Rencana    Kcrj.a    dcngan    berpc`dt]man    pada    Rt`ncana

StTategis;  /

b.   bahwa    berdasarkan    k(-`lentuaii     P:i`iil     125    Pi`I-atui-im

Menteri   Dalam   Negcri   N(]m()r   86   Tahun   2()17   tt`IiLuig

Tata    Cara    Perencanaan,    Pengi`ndfilian    dan    E\Jz]Iuasi

Pembangunan   Daerah,  Tata  Cara   E\'aluasi   Ran(`angfm

Peraturan    Daerah    lenlang    Rencana    Pembangunan

Jangka   Panjang   Daerah   dan   Rencana   Pc`mbangunan

Jangka  Menengah  Daerah,  serta  Tata  Cara  Perubah€in

Rencana      Pembangunan      `Jangka       Panjang      I){`tJi`:ih,

Roncana  Pcmbangunan  Jangka  Mi`Iii`iigah   Dacrah  dan



Rencana   Kerja   Pemerintah   Daerah,    dalam   rangka
Penyusunan  Rencana  Kerja  Dinas  Perdagangan  Dan
Perindustrian     perlu     membentuk     Tim     Penyusun
Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

c.  bahwa      berdasarkan      pertimbangan      sebagaimana
dimaksud    dalam    huruf    a    dan    huruf    b,    perlu
menetapkan  Keputusan  Bupati  tentang Tim  Penyusun
Rencana  Kerja  Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian
Kabupaten Cirebon Tahun 2025;

Mengingat         .    1.      Undang-Undang    Nomor     14    Tahun     1950    tentang
Pembentukan     Daerah-Daerah     kabupaten     Dalam
Lingkungan    Propinsi    Djawa    Barat    (Berita    Negara

Republik     Indonesia     tanggal      8      Agustus      1950)

sebagaimana   telah   diubah   dengan   Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang    Nomor    14    Tahun     1950    tentang

Pembentukan     Daerah-Daerah     Kabupaten     Dalam
Lingkungan  Propinsi  Djawa  Barat  (Lembaran  Negara

Republik Indonesia Tahun  1968  Nomor 31, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.       Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem

Perencanaan     Pembangunan     Nasional     (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor   104,

Tambahan    Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Nomor 4421);

3.       Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    tentang

Pemerintahan   Daerah    (Leinbaran   Negara   Republik

Indonesia    Tahun     2014     Nomor     244,     Tambahan

Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5587)

sebagaimana   telah.   beberapa   kali   diubah,   terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan        Peraturan        Pemerintah        Pengganti
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta
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menjadi   Undang-Undang   (L(`mbaraH   Negara   Republik

Indonesia      Tahun      2023      N()in()r      41,      Tambahan

Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 6856):

4.        Peraturan  Pemerintah  N()in()r   13  Tahun  2019   lenlang

Laporan    dan    Evaluasi    Pen.yelenggaraan    Pemerinlah

Daerah       (Lembaran       Negara       Republik       lnd(]nesia

Tahun  2019   Nomor  52,  Tambahan   Lembaran   Ni`g:`ra

Republik  lnd(]nL`sia    N()mt)r  6323);

5.        Peraturan    Presiden    Nomt>r   59   Tahun    2017    lc`nlang

Pelaksanaan       Pencapaian       Tujuan       Pembangunan

Berkelanjutan   (Lembaran   Negara   Rcpublik   lndont)sia

Tahun  2017  Nomor  136);

6.        Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  N(]m()r86Tahun  2017

tentang   Tata   Cara   Perencanaan,    Pengendalian   dan

Evaluasi   Pembangunan   Daerah,   Tata   Cara   Evaluasi

Rancangan      Pcraturan      Daerah      tentang      Rencana

Pembangunan  Jangka   Panjang  Dacrah   dan   Renc`ana

Pembangunan   LJangka   Menengah   Daerah,   serla   Tata

Cara     Perubahan     Rcncana     Pcmbangunan     Jangka

Panjang     Daerah,     Rcncana     Pemljangunan     Jangka

Menengah    Daerah,    dan    Rencana    Kcrja    Pemerinlah

Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indt)nesia  Tahun  2017

Nomor  1312);

7.        Peraturan     Daerah     Kabupaten     Cirebon     Nomtjr     12

Tahun    2016    tentang    Pembenlukan    dan    Susunan

Perangkat    Daerah     Kabupaten     Cirebon     (Lembaran

Daerah   Kabupaten   Cirebon   Tahun   2016   Nomt]r    12)

sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Daerah

Kabupaten   Cireb()n      Nomor    I    Tahun   2021    tentang

Perubahan  atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebt]n

Nomor  12           Tahun  2016  lenlang  Pembenlukan  dan

Susunan      Perangkat      Dacrah      Kabupaten      Cireb()n

(Lembaran   Daerah   Kabupalen   Circb(]n   Tahun   2021

Nomor  1);
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8.       Peraturan     Daerah     Kabupaten     Cirebon     Nomor     7
Tahun   2019   tentang   Rencana   Pembangunan  Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

(I,embaran   Daerah   Kabupaten   Cirebon   Tahun   2019
Nomor  7)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019
tentang    Rencana    Pembangunan    Jangka    Menengah
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran

Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);

9.      Peraturan   Bupati   Cirebon   Nomor   148   Tahun   2023

tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  Dan
Fungsi   Serta   Tata   Kerja   Dinas   Perdagangan   Dan
Perindustrian     (Berita    Daerah     Kabupaten     Cirebon

Tahun 2023 Nomor 148);

10.    Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang

Rencana  Kelja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Cirebon

Tahun  2025-2026  (Berita  Daerah  Kabupaten  Cirebon

Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSRAN :

Menetapkan     :

KESATU            .   Tim   Penyusun   Rencana   Kerja   Dinas   Perdagangan   Dan
Perindustrian   Kabupaten   Cirebon   Tahun   2025   dengan
susunan    keanggotaan    sebagaimana    tercantum    dalam
Lampiran  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari
Keputusan ini.

KEDUA              .   Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATu bertugas
untuk   mengumpulkan   data   dan   informasi,   menyusun
dokumen   perencanaan   sesuai   tahapan   data,   tata   cara
termasuk  melakukan  pengendalian  penyusunan  kebijakan
dokumen rencana perangkat daerah.
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KETIGA Keputusan     Bupati     ini     mulai     bcrlaku     pada     langgal

ditetapkan.

Ditetapkan di  Sumbcr

pada  tanggal   10  I)esember  202+

Pj.  BUPATI  CIREB()N,

Tembusan  :

1. Yth.  Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;

2. Yth.  Inspektur Kabupaten Cirebon.
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LAMPIRAN I  :  KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

:  000.7.2.6/Kep.  62a -Disperdagin/2024
:     1®  Desember  2®24
:TIM     PENYUSUN     RENCANA     KERJA     DINAS

PERDAGANGAN           DAN            PERINDUSTRIAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN  2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM  PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PBRDAGANGAN  DAN

PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

Penanggungjawab
Ketua Tim
Sekretaris Tim
Kelompok Kerja

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Perencana Ahli Muda
a.    Sekretariat

1.   Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.    Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
3.   Pelaksana sekretariat

b.   Bidang perindustrian
1.    Kepala Bidang perindustrian
2.   Penyuluh  Perindustrian  dan  Perdagangan  Ahli

Muda  Sub  Koordinator  Pengembangan  Sistem
Informasi dan Inovasi Industri

3.   Penyuluh  Perindustrian  dan  Perdagangan  Ahli
Muda  Sub  Koordinator  Pemberdayaan  Sumber
Daya Industri

4.    Penyuluh  Perindustrian  dan  Perdagangan  Ahli
Muda       Sub       Koordinator       F`asilitasi       dan
Standardisasi Industri

5.   Pelaksana Bidang perindustrian

c.    Bidang    Perdagangan    dan    Pengendalian    Barang
Pokok dan Penting
1.    Kepala  Bidang  Perdagangan  dan  Pengendalian

Barang Pokok dan Penting
2.   Analis Perdagangan Ahli Muda Sub Koordinator

Penggunaan   dan   Pemasaran   Produk   Dalam
Negeri

3.   Analis Perdagangan Ahli Muda Sub  Koordinator
Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

4.   Analis Perdagangan Ahli Muda Sub Koordinator
Pengendalian Barang Pokok dan Penting
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d.   Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi
1.   Kepala Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi
2.    PengaviJas      Perdagangan      Ahli      Muda      Sub

Koordinator Sarana Distribusi
3.   Pengawas      Perdagangan      Ahli      Muda      Sub

Koordinator Pelaku Distribusi
4.    Pengelola pasar pemda

e.    Bidang Metrologi Legal
1.    Kepala Bidang Metrologi Legal
2.    Pengawas     Kemetrologian     Ahli     Muda     Sub

Koordinator Pelayanan Metrologi Legal
3.    Pengawas     Kemetrologian     Ahli     Muda     Sub

Koordinator Pengawasan Metrologi Legal
4.    Penera
5.   PengamatTera
6.    Pengawas Kemetrologian

Pj.  BUPATI CIREBON,



LAMPIRAN II     :   KEPUTUSAN BUPATI  CIREBON

NOMOR          :  000.7.2.6/Kep.   623  -Disperdagin/2024

TANGGAL      :  |o  Desember  2024

TENTANG      :TIM   PENYUSUN   RENCANA   KERJA   DINAS
PERDAGANGAN       DAN       PERINDUSTRIAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

URAIAN .TUGAS
TIM  PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN

PERINDUSTRIAN  KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

Penanggungjawab

Ketua Tim

Sekretaris Tim

Kelompok Kerja I
Sekretariat

Kelompok Kerja 11
Bidan8
Perindustrian

1. Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja
2. Melakukan Pembinaan kepada Tim  sesuai dengan

uraian tugas
3. Berkoordinasi  dan  konsultasi  dengan  stakeholder

terkait untuk penyusunan Rencana Kerja
1.Membentuk   tim   Penyusun   Rencana   Kerja   dan

melaksanakan  sistematika  penyusunan  dokumen
Rencana Kerja

2. Menyediakan   sarana   dan   prasarana   kebutuhan
penyusunan Rencana Kerja

3.Mengkoordinasikan      dan      memberi      petunjuk
kepada tim penyusun Rencana Kerja

4. Mengkoordinasikan     dan     melaporkan    Rencana
Kerja ke stakeholder terkait

5. Merencanakan   dan   mengidentifikasi   sistematika
laporan Rencana Kerja

6. Mensosialisasikan  tata cara penyusunan  Rencana
Kerja

1. Merencanakan dan mendokumentasikan dokumen
Rencana Kerja

2.Berkoordinasi    dengan    Kelompok    Kerja    untuk
bahan laporan

3.Mengidentifikasi    sistematika    laporan    Rencana
Kerja

4. Mengolah data dukung penyusunan laporan
5. Mengawasi dan mengevaluasi Rencana Kerja
1. Mengidentifikasi sistematika laporan Rencana

Kerja
2. Merencanakan dan mendokumentasikan dokumen

Rencana Kerja Sekretariat
3. Mengolah  data dukung laporan  Sekretariat untuk

dokumen Rencana Kerja
1. Mengidentifikasi sistematika laporan Rencana

Kerja
2. Merencanakan dan mendokumentasikan dokumen

Rencana Kerja Bidang Perindustrian
3.Mengolah       data       dukung       laporan       Bidang

Perindustrian untuk dokumen Rencana Kerja
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Kelompok Kerja Ill
Bidang Perdagangan
dan Pengendalian
Barang Pokok dan
Penting

Kelompok    Kerja    IV    :
Bidang   Sarana   dan
Pelaku Distribusi

Kelompok Kerja V
Bidang Metrologi
Legal

1. Mengidentifikasi sistematika laporan Rencana
Kerja

2. Merencanakan dan mendokumentasikan dokumen
Rencana      Kerja      Bidang      Perdagangan      dan
Pengendalian Barang Pokok dan Penting

3.Mengolah       data       dukung       laporan       Bidang
Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan
Penting untuk dokumen Rencana Kerja

1. Mengidentifikasi sistematika laporan Rencana
Kerja

2. Merencanakan dan mendokumentasikan dokumen
Rencana    Kerja    Bidang    Sarana    dan     Pelaku
Distribusi

3. Mengolah   data  dukung  laporan   Bidang  Sarana
dan  Pelaku  Distribusi  untuk  dokumen  Rencana
Kerja

:   1.  Mengidentifikasi sistematika laporan Rencana
Kerja

2.  Merencanakan dan mendokumentasikan dokumen
Rencana Kerja Bidang Metrologi Legal

3.  Mengolah  data  dukung  laporan  Bidang  Metrologi
Legal untuk dokumen Rencana Kerja

Pj.  BUPATI CIREBON,
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PEMERINITAH  RABUPATEN  CIREBON
DINAS PERDAGANGAN DAN PER|NDUSTRIAN

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 10 Telp. (0231) 321495 Fax. (0231) 3rfu73
Website : disperdagin.cirebonkab.go.id Email: disperindag@cirebonkab.go.id

S U M 8 E R -45611

NOTA DINAS

Kepada
Dari

Nomor
Tanggal
Lampiran
Perihal

Yth.  Bapak Pj. Bupati Cirebon
Kfa.i,Dz'.nGa/Srsp3e6iaDglfaifeAdGa,n+,Perlndustrlan

L9     Juli   2o24

Usulan  Surat Keputusan  Bupati  Cirebon tentang  Tim  Penyusun
Rencana  Kerja Dinas Perdagangan dan  Perindustrian Tahun 2025

Kami  sampaikan  dengan  hormat  bahwa  sehubungan  dengan

pelaksaanaan   kegiatan   yang   akan   dilaksanakan   untuk  Anggaran

Tahun  2025.  Dengan  ini  Kami  mengajukan  usulan  Surat  Keputusan

Bupati    Cirebon    tentang    Tim    Penyusun    Rencana    Kerja    Dinas

Perdagangan  dan  Perindustrian  Tahun  2025.  Adapun  daftar  usulan

Surat Keputusan  /ten/amp/.r/.

Demikian    permohonan    kami    atas    perkenan    Bapak,    kami

sampaikan terima  kasih.

-KEPALA  DINAS  PERDAGANGAN  DAN

PERINDUSTRIAN  KABUPAT

DADANG  RAIMAN

N  CIREBON

S.Pd.
Pembina  Utama  Muda  (lv/c)
NIP.19741120  2000031006


